DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Alam, A. S. (2010). Pengantar Kriminologi. Makassar: Refleksi Books.

Andi Hamzah. (2002). Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana. Jakarta:
Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.

Andi Hamzah. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta Timur: PT Rineka Cipta.

Andi Zainal Abidin Farid. (2006). Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum
Penitensier. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Zainal Abidin Farid. (2018). Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Zainal Abidin Farid. (2018). Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta: Pustaka Reka
Cipta.

Amir llyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education
Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia.

Amiruddin. (2010). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Yogyakarta: Genta
Publishing.

Amiruddin., & Zainal Asikin. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.

Artidjo Alkostar. (2008). Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana
Korupsi. Yogyakarta: Varia Peradilan.

Chazawi, Adami. (2003). Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Chazawi, Adami. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers.

Dwidja Priyanto. (2009). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT
Rafika Aditama.

Eddy O. S. Hiariej. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka.

Eddy O. S. Hiariej. (2017). Hukum Acara Pidana. Tangerang Selatan: Universitas
Terbuka.

Eddy O. S. Hiariej. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Depok: PT RajaGrafindo
Persada.

Fauziah Lubis. (2020). Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Medan: CV Manhaiji.

Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT
Nusantara Persada Utama.

Hartanto. (2019). Memahami Hukum Pidana. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama.



Lamintang, P. A. F. (1991). Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-
Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Pionir.

Lamintang, P. A. F. (2010). Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P. A. F. (2016). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika.

Leden Marpaung. (2005). Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. (2007). Kompilasi Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan.
Bandung: Mandar Maju.

M. Azis Syamsuddin. (2014). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. (2010). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. (2022). Penelitian Hukum Normatif. Depok: PT RajaGrafindo
Persada.

Sukarno Aburaera., Muhadar., & Maskun. (2013). Filsafat Hukum: Teori dan Praktik.
Jakarta: Kencana.

Teguh Prasetyo. (2017). Hukum Pidana. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Topo Santoso. (2024). Asas-Asas Hukum Pidana. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT
Eresco.

Jurnal dan Artikel

Ayu, Tri. (2014). “Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan dalam Proyek Pembangunan.”
Jurnal limiah Universitas Mataram, Vol. 7 No. 1, Agustus.

Basyaib, Hamid. (2004). “Penyebaran Korupsi Luar Biasa.” Jurnal Resonansi, Edisi
Khusus, Jakarta.

Ifrani. (2011). “Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana
Perbankan.” Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 6, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Banjarmasin.

Moh. Zainol Arief. (2016). “Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.”
Jendela Hukum, Fakultas Hukum Universitas Madura, Vol. 3 No. 2.

Rida Ista Sitepu., & Rudi Hermawan. (2019). “Pendekatan Restorative Justice dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Vol. 1 No. 3.

Siti Nabilah Utami. (2022). “Penerapan Teori Pemidanaan oleh Hakim terhadap Putusan
Pidana pada Perkara Narkotika.” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum
dan Masyarakat, Vol. 2 No. 1, Bandung: Forikami.



Syarif Saddam Rivanie, dkk. (2022). “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan.”
Halu Oleo Law Review, Vol. 6 No. 2.

Nurhafifah., & Rahmiati. (2015). “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait
Hal yang Memberatkan dan Meringankan.” Kanun Jurnal llmu Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 17 No. 2.

Maulidya, Ghoniyah Zulindah, et al. (2023). “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis
Putusan, dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan
Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia.”
HUKMY: Jurnal Hukum.

Sumber Daring

Indonesia Corruption Watch. (2024, 15 Oktober). Kerugian Negara Akibat Korupsi
Selama 2023 Capai Rp 56 Triliun. Kompas.com.
Diperoleh dari: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/15/11141271/icw-
kerugian-negara-akibat-korupsi-selama-2023-capai-rp-56-triliun (Diakses pada
28 Mei 2025).

Liputan6.com. (2025, 5 Juli). Dua Bos Perusahaan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
Tambang Pasir Laut di Takalar.
Diperoleh dari: https://www.liputan6.com (Diakses pada 5 Juli 2025).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981).


https://nasional.kompas.com/read/2024/10/15/11141271/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-selama-2023-capai-rp-56-triliun
https://nasional.kompas.com/read/2024/10/15/11141271/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-selama-2023-capai-rp-56-triliun
https://www.liputan6.com/

